BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bagian penutup ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan dan saran atas
apa yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Secara khusus, akan
disimpulkan mengenai 2 (dua) hal yaitu, bagaimana seharusnya pemberian grasi
kepada narapidana narkotika dan bagaimana hukum mengatur hak prerogatif dalam
pemberian grasi kepada narapidana pengedar narkotika. Selain itu, dalam bab ini
akan diberikan saran konkret terhadap permasalahan yang diangkat dalam tulisan

ini.

V.I. KESIMPULAN

Pengedaran narkotika di Indonesia masih berada di angka yang tinggi dan
cenderung meningkat pada setiap tahunnya. Tingginya permintaan konsumsi dan
luasnya wilayah Negara Indonesia sehingga mudahnya akses masuk jaringan
narkotika internasional menjadi salah satu penyebab terjadinya peredaran
narkotika di Indonesia. Pemberian grasi kepada narapidana pengedar narkotika
menuai pro dan kontra. Namun apabila diteliti lebih lanjut, pemberian grasi kepada
narapidana narkotika bertentangan dengan beberapa ketentuan. Contohnya adalah
bertentangan dengan United Nation Conventions Againts Illicit in Narcotic and
Psychotripic Substances 1988 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nation
Conventions Againts Illicit in Narcotic and Psychotripic Substances 1988 serta
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan asas kepastian hukum
dimana dalam asas kepastian hukum suatu negara harus mengutamakan rasa

keadilan masyarakat.
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Narkotika merupakan kejahatan serius dan termasuk dalam kejahatan luar biasa
sehingga narapidana pengedar narkotika tidak perlu diberikan grasi. Narapidana
pengedar narkotika memiliki hak yang dapat meringankan pidana yang didapatkan
seperti narapidana lainnya antara lain remisi dan pembebasan bersyarat yang
keduanya sama-sama mengurangi masa tahanan, sehingga tidak perlu untuk
diberikan grasi.

. Hak prerogatif saat ini sudah tidak lagi bersifat mutlak dan mandiri, hal ini terlihat
melalui Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang
merubah ketentuan bahwa pemberian grasi harus memperhatikan pertimbangan
Mahkamah Agung. Dengan adanya pertimbangan Mahkamah Agung artinya hak
prerogatif sudah tidak lagi menjadi hak mutlak dari seorang presiden karena adanya
campur tangan dari pihak lain. Pembatasan pemberian grasi oleh presiden kepada
narapidana pengedar narkotika tidak melanggar hak prerogatif presiden mengingat
hak prerogatif grasi oleh presiden yang sudah tidak lagi bersifat mandiri.

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang memiliki dampak
sangat besar bagi kehidupan, sehingga perlu adanya pencegahan dan
pemberantasan secara lebih serius. Salah satu upaya pemberantasan narkotika

adalah dengan cara tidak memberikan grasi kepada narapidana pengedar narkotika.

V.Il. SARAN

. Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang termasuk sebagai extra
ordinary crime. Peredaran narkotika di Indonesia dapat dikatakan masih tergolong
tinggi sehingga sudah seharusnya pemerintah Indonesia lebih serius lagi dalam
mencegah dan memberantas terjadinya peredaran narkotika. Salah satu upaya
untuk mengoptimalkannya adalah dengan tidak lagi diberikannya grasi kepada
narapidana pengedar narkotika. Pemberian grasi kepada narapidana yang telah
terjadi di Indonesia selalu menimbulkan pro dan kontra. Dengan tidak adanya lagi
pemberian grasi narapidana pengedar narkotika, maka pencegahan dan

pemberantasan bisa lebih optimal.
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2. Undang-Undang Grasi tidak memiliki ketentuan mengenai tindakan apa saja yang
boleh dan tindakan apa saja yang tidak boleh diberikan grasi. Sehingga seringkali
timbul terjadinya kerancuan dalam pemberian grasi dan menimbulkan pro kontra.
Ada baiknya, pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang baru
ataupun merivisi Undang-Undang Grasi dengan harapan dapat memuat instrumen
hukum berupa tindakan apa saja yang boleh dan tidak boleh diberikan grasi agar
kedepannya pemberian grasi yang diberikan oleh presiden tidak akan menimbulkan

pro dan kontra dan dapat diterima oleh masyarakat.

Demikianlah saran yang dapat penulis sampaikan dalam karya ilmiah berupa

penulisan hukum ini.
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